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Abstract 
The general research problem was the destruction process of PGRS-PARAKU in 
Sungai Raya Kepulauan, Bengkayang Regency in 1963-1970. The problems raised in 
this study were summarized in three research questions, the entry of PGRS-PARAKU 
in West Kalimantan, the background of the destruction of PGRS-PARAKU, and the 
conditions of PGRS-PARAKU after destruction in Sungai Raya Kepulauan, 
Bengkayang Regency in 1963-1970. To achieve the research purpose, researcher used 
historical research method. The techniques of data collection were interview and 
documentation. The result showed that the destruction of PGRS-PARAKU in Sungai 
Raya Kepulauan, Bengkayang Regency in 1963-1970 was motivated by the uprising of 
the volunteers who were gathered and trained by TNI in the border area of West 
Kalimantan because of the confrontation between Indonesia-Malaysia caused by the 
British that tried to gather their allies in Southeast Asia in a single unit, but that was 
challenged by Indonesian government. The researcher suggested that the society must 
begin to care about politics, pay attention to their surrounding and prioritize the logic 
so that the destruction of PGRS-PARAKU in Sungai Raya Kepulauan, Bengkayang 
Regency in 1963-1970 will not occurs anymore in the future. 
 
Keywords: Destruction, PGRS-PARAKU, West Kalimantan 
 
 
PENDAHULUAN 
Terbentuknya PGRS-PARAKU 
disebabkan oleh situasi politik federasi 
Malaysia oleh Inggris yang berusaha untuk 
menggabungkan koloni-koloninya di Asia 
Tenggara dalam satu kesatuan. Sebagai 
bentuk penolakan dari federasi Malaysia itu 
maka negara-negara tetangga dari Malaysia 
melakukan penolakan, salah satunya yaitu 
Indonesia. Menurut Ode (1997:114), “Di 
Kalimantan Barat terdapat dua unsur 
komunis yang menjalin kerja sama secara 
serius, yaitu: a. Partai Komunis Indonesia 
(PKI); b. Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak 
dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara.” 
Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan 
Pasukan Rakyat Kalimantan Utara 
kemudian disebut Gerombolan PGRS-
PARAKU oleh rakyat Kalimantan Barat 
dan aparat keamanan RI di sana. 
Kalimantan Barat merupakan salah 
satu wilayah Indonesia yang berada dalam 
satu daratan dengan Malaysia dan Brunei. 
Inggris berusaha untuk menggabungkan 
koloni-koloninya di Asia Tenggara dalam 
satu kesatuan, namun hal itu mendapat 
pertentangan oleh Pemerintahan Indonesia. 
Presiden Soekarno menyerukan Ganyang 
Malaysia dan mengumpulkan para relawan 
yang terdiri dari orang-orang Cina. Para 
relawan tersebut kemudian membentuk 
Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) 
ataupun Pasukan Gerilya Rakyat Serawak 
(PGRS). 
Indonesia pada saat itu dipimpin oleh 
Presiden Soekarno yang berperan sebagai 
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. 
Sistem pemerintahan Indonesia pada saat 
itu disebut orde lama atau demokrasi 
terpimpin (1959-1965). Pada masa 
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demokrasi terpimpin, politik bebas aktif 
Indonesia lebih mengarah kepada Blok 
Timur sehingga ideologi komunis 
berkembang luas. Hal tersebut 
menyebabkan PKI (Partai Komunis 
Indonesia) menjadi partai politik terbesar 
dan mempunyai pengaruh besar di 
Indonesia. Pada masa Demokrasi 
Terpimpin ini, PKI mendapatkan 
kedudukan penting. Kader-kader PKI 
banyak yang duduk dalam DPR-GR, DPA, 
dan Pengurus Besar Front Nasional serta 
daerah (Purmintasari, 2015:62). 
Pada masa itu Presiden Soekarno 
menyatukan TNI dan POLRI  menjadi 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(ABRI) yang terdiri dari TNI-AD, TNI-AU, 
TNI-AL, dan Kepolisian. Dalam kesatuan 
tersebut mulai terjadi perpecahan 
dikarenakan mulai hilangnya kepercayaan 
hingga hubungan antara Presiden Soekarno 
dengan pimpinan militer menjadi renggang. 
Keadaan yang tidak menentu saat itu 
dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan 
pemberontakan. Puncak dari 
pemberontakan PKI adalah dengan 
terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 
1965 atau dikenal dengan G30S/PKI 1965. 
Sedangkan di Kalimantan Barat, 
pasukan relawan (PGRS-PARAKU) dilatih 
oleh Resimen Khusus Angkatan Darat 
(RPKAD) yang menyebabkan mereka 
menjadi sangat terlatih dan gesit dalam 
melakukan serangan terhadap musuhnya. 
Menurut Sulistyorini (2002:46), “PGRS-
PARAKU merupakan salah satu dari 
gerakan komunis yang pembentukannya 
didalangi oleh PKI.” Maka dapat 
disimpulkan bahwa PGRS-PARAKU dan 
PKI saling berkaitan dan bekerja sama. 
Lemahnya sistem keamanan dan 
pengawasan dari pemerintah di wilayah 
perbatasan Kalimantan Barat antara 
Indonesia dan Malaysia,  secara tidak 
langsung mempermudah pergerakan dari 
PGRS-PARAKU untuk menguasai daerah 
perbatasan.  Meraka melakukan pendekatan 
dengan berbagai cara,  membantu dengan 
sembako,  obat-obatan,  dan menghormati 
penduduk yang ada di sana.  Sehingga 
membuat penduduk mulai terpengaruh dan 
pada akhirnya banyak yang mulai 
bergabung bersama PGRS-PARAKU.  
Di saat rakyat Kalimantan Barat dalam 
kondisi kemelaratan, yang mana pikiran 
mereka hanya dipusatkan pada bagaimana 
memenuhi kebutuhan hidupnya, beban itu 
kemudian menjadi lebih berat lagi karena 
konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia.  
Rakyat kebingungan dalam menentukan 
sikap antara memihak kepada TNI atau 
PGRS-PARAKU. Jika memihak TNI,  
masyarakat sudah banyak yang bergabung 
bersama PGRS-PARAKU. Antara 
masyarakat dan PGRS-PARAKU juga 
saling membantu dalam berbagai hal yang 
tidak didapat masyarakat dari pemerintah.  
Sedangkan jika memihak PGRS-PARAKU 
mereka akan dianggap sebagai pengkhianat 
oleh negara dan akan berhadapan dengan 
pihak TNI. 
Dilain pihak PKI sedang menjalankan 
misinya.  PKI mengumpulkan masyarakat 
yang telah terhasut akan bujukkan PKI 
untuk menentang pemerintahan Republik 
Indonesia dan mulai melakukan pelatihan 
militer.  Hal ini bukan hanya terjadi di 
daerah Jawa saja tetapi juga terjadi di 
beberapa daerah lainnya, salah satunya 
yaitu terjadi di Kalimantan Barat khususnya 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, 
Kabupaten Bengkayang. PKI menjalankan 
rencananya dengan mulus tanpa disadari 
oleh masyarakat. Yang diketahui oleh 
masyarakat tentang PKI adalah sebuah 
partai politik biasa yang sedang gencar-
gencarnya untuk menarik perhatian 
masyarakat agar mau bergabung. 
Tidak sedikit masyarakat di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang 
akhirnya memutuskan untuk bergabung. 
Namun rencana PKI mengalami kendala 
karena tokoh-tokoh masyarakat yang 
berpengaruh di Kecamatan Sungai Raya 
Kepulauan banyak yang menolak untuk 
bergabung. Muzani Ahmad dan Rabuan 
M.Z merupakan salah satu tokoh yang 
berperan langsung dalam peristiwa 
pemberantasan PKI di Kecamatan Sungai 
Raya Kepulauan. Mereka mengadakan 
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pertemuan secara sembunyi-sembunyi 
bersama tokoh masyarakat dan pemuda di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan untuk 
membentuk dan merencanakan perlawanan 
terhadap PKI di daerah mereka. 
Berdasarkan penjelasan di atas, 
peneliti merasa tertarik dengan peristiwa 
penumpasan PGRS-PARAKU yang terjadi 
di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, 
Kabupaten Bengkayang tahun 1963-1970 
dari proses masuknya hingga cara 
meyakinkan agar masyarakat mau 
bergabung. Selain itu juga, peneliti 
menganggap peristiwa ini (penumpasan 
PGRS-PARAKU di Kecamatan Sungai 
Raya Kepulauan) merupakan salah satu 
sejarah lokal yang belum banyak dijadikan 
bahan penelitian. Peneliti berharap hasil 
dari penelitian ini dapat membantu 
menambah wawasan pembaca dan dapat 
digunakan sebagai bahan referensi tugas 
dan sebagainya. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian sejarah yang terdiri dari lima 
tahap, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan 
sumber (data), verifikasi (kritik sumber, 
keabsahan sumber), interpretasi, dan 
penulisan (Kuntowijoyo, 2005:90). 
Tahapan penelitian menurut Kuntowijoyo 
adaah sebaga berikut: 
1. Pemilihan Topik 
Pemilihan topik merupakan tahap 
paling awal yang harus dilakukan oleh 
peneliti. Pada dasarnya pemilihan topik 
dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari 
kedekatan emosional dan kedekatan 
intelektual (Priyadi, 2012:4). Kedekatan 
emosional penting dalam memilih topik 
penelitiankarena melandasi semangat kerja 
peneliti sehingga kelancaran proses 
penelitian akan dapat tercapai. Kedekatan 
intelektual juga penting dalam sebuah 
penelitian karena seorang peneliti harus 
menguasai topik penelitian yang dipilih 
sehingga hanya perlu untuk memperdalam 
pengetahuan dengan membaca literatur 
yang berkaitan dengan topik penelitian. 
2. Heuristik 
Heusristik adalah sebuah kegiatan 
mencari sumber-sumber untuk 
mendapatkan data-data sejarah. Di tahap ini 
peneliti mencari dan mengumpulkan buku-
buku, dokumen atau arsip-arsip mengenai 
peristiwa penumpasan PGRS-PARAKU di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, 
Kabupaten Bengkayan tahun 1963-1970. 
Dalam penelitian ini dilakukan studi 
pustaka dengan mengumpulkan berbagai 
sumber berupa buku-buku yang ada di 
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai 
Tradisional Pontianak dan Perpustakaan 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
Klarifikasi sumber sejarah dibagi menjadi 
dua yaitu sebagai berikut: (a) Sumber 
primer adalah sumber yang berkaitan 
langsung dengan peristiwa yang 
diceritakan. (b) Sumber sekunder yaitu 
kesaksian dari siapa pun yang bukan 
merupakan pelaku/saksi langsung atau 
orang yang tidak ada pada peristiwa yang 
dikisahkan. 
 
3. Kritik Sumber (Verifikasi) 
Sjamsuddin (2012:104) mengatakan 
bahwa, “Dalam metode sejarah dikenal 
dengan cara melakukan kritik eksternal dan 
kritik internal.” Kritik eksternal digunakan 
untuk menguji keabsahan mengenai 
keaslian sumber (autentisitas), sedangkan 
keabsahan sumber (kredibilitas) dilakukan 
melalui kritik intern. Tujuan dari kritik 
sumber (verifikasi)  adalah untuk mencari 
kebenaran (truth) dengan melakukan 
pengujian mengenai kebenaran  atau 
ketepatan dari sumber data. 
 
4. Interpretasi 
Ada dua dorongan utama yang 
menggerakan seorang sejarawan pada saat 
menulis, yaitu mencipta ulang (re-create) 
dan menafsirkan (interpret). Dorongan 
pertama menunut deskripsi dan narasi, 
sedangkan dorongan kedua menuntut 
analisis (Sjamsuddin, 2012:123). Dalam 
penulisan sejarah juga terdapat dua unsur, 
yaitu fakta sejarah dan penafsiran atau 
interprestasi. Jika peneliti tidak 
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interprestasi, maka sejarah tidak lebih 
merupakan kronik, yaitu urutan peristiwa. 
Jika tidak ada fakta, maka sejarah tidak 
mungkin dibangun (Priyadi, 2012:71). 
 
5. Penulisan 
Penulisan sejarah  atau disebut 
historiografi  harus memperhatikan aspek 
kronologis (Priyadi, 2012:79). Historiografi 
adalah cara pemaparan, penulisan, atau 
pelaporan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Penulisan sejarah sepatutnya 
memberikan gambaran yang jelas mengenai 
penelitiannya. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Masuknya Paham Komunisme di 
Indonesia Hingga Terbentuknya PGRS-
PARAKU di Kalimantan Barat 
1. Kemunculan Komunisme di 
Indonesia 
Benih-benih Marxisme datang dari luar 
negeri dan mulai ditanamkan di Indonesia 
pada masa sebelum Perang Dunia I, yaitu 
dengan datangnya seorang pemimpin buruh 
negeri Belanda bernama Hendricus 
Josephhus Fransiscus Marie Sneevliet atau 
sering diikenal dengan nama Sneevliet 
merupakan anggota Social Democratische 
Arbeiderspartij (SDAP) atau Partai Buruh 
Sosial Demokrat (Tim Nasional Penulisan 
Sejarah Indonesia, 2010:350). Pada saat itu 
orang Belanda Indonesia atau disebut juga 
dengan Hindia Belanda sedang dilanda 
kekhawatiran karena mulai merasakan 
adanya benih-benih revolusi. 
Kekhawatiran yang melanda kalangan 
warga Belanda disebabkan karena 
munculnya gerakan politik massa di 
Indonesia dengan berdirinya Sarekat Islam 
(SI). Sarekat Islam tidak terbatas hanya 
pada satu orientasi tujuan, tetapi mencakup 
berbagai bidang aktivitas seperti ekonomi, 
sosial, politik, dan kultural. Di dalam 
gerakan itu, agama Islam juga berfungsi 
sebagai ideologi. Sehingga gerakan Sarekat 
Islam merupakan suatu revivalisme atau 
semangat yang berkobar-kobar 
(Kartodirdjo, 2015:124). 
Sarekat Islam merupakan organisasi 
yang benar-benar mendapatkan dukungan 
massa dari berbagai strata sosial dan secara 
tidak langsung mendapat dukungan ulama 
dari organisasi-organisasi Islam lainnya 
(Suryanegara, 2015:412). Pemerintah 
kolonial Belanda menilai berdirinya Sarekat 
Islam sebagai bahaya besar bagi eksistensi 
dan perkembangan imperialismenya. Isu-
isu tentang pemberontakan Sarekat Islam 
mulai bermunculan dan semakin membuat 
orang-orang Belanda khawatir. 
Di saat kekacauan yang sedang terjadi 
antara pemerintah kolonial dengan Sarekat 
Islam, pada 9 Mei 1914 di Surabaya berdiri 
sebuah organisasi bernama ISDV (Indische 
Sociaal-Democratische Vereniging) yang 
berpaham sosialis. Namun organisasi ini 
kemungkinannya sangat kecil untuk 
dijadikan sarana dalam upaya penyebaran 
paham sosialisme terhadap masyarakat luas 
di Indonesia. Sneevliet dan kawan-kawan 
nya mencoba menawarkan ideologi 
komunisme.  
Pada 23 Mei 1920, ISDV mengubah 
namanya menjadi Partai Komunis Hindia 
dan tidak lama kemudian pada tahun yang 
sama diubah namanya menjadi Partai 
Komunis Indonesia (PKI). Mulai saat itu, 
pendidikan komunis dilakukan secara 
intensif. PKI tumbuh menjadi partai politik 
dengan jumlah yang besar. 
 
2. Masuknya Komunisme di 
Kalimantan Barat 
Komunisme merupakan suatu paham 
yang anti-kapitalisme menggunakan sistem 
partai komunis sebagai alat pengambil 
alihan kekuasaan dan sangat menentang 
kepemilikan akumulasi modal pada 
individu. Pada prinsipnya, semua 
diwakilkan sebagai milik rakyat dan 
karenanya, seluruh alat-alat produksi harus 
dikuasai oleh negara untuk kemakmuran 
rakyat secara merata. 
Pada masa demokrasi terpimpin 
Presiden Soekarno menyatukan TNI dan 
POLRI  menjadi Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri 
dari TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL, dan 
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Kepolisian. Dalam kesatuan tersebut mulai 
terjadi perpecahan dikarenakan mulai 
hilangnya kepercayaan hingga hubungan 
antara Presiden Soekarno dengan pempinan 
militer menjadi renggang. Keadaan yang 
tidak menentu saat itu dimanfaatkan oleh 
PKI untuk melakukan pemberontakan. 
Pelatihan dan mengumpulkan masyarakat 
yang telah terhasut akan bujuk rayu PKI 
untuk menentang pemerintahan Republik 
Indonesia bukan hanya terjadi di daerah 
Jawa saja tetapi juga terjadi di beberapa 
daerah lainnya, salah satunya yaitu terjadi 
di Kalimantan Barat khususnya Kecamatan 
Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten 
Bengkayang. PKI menjalankan rencananya 
dengan mulus tanpa disadari oleh 
masyarakat. Yang diketahui oleh 
masyarakat tentang PKI adalah sebuah 
partai politik biasa yang sedang gencar-
gencarnya untuk menarik perhatian 
masyarakat agar mau bergabung. Tidak 
sedikit masyarakat di Kecamatan Sungai 
Raya Kepulauan yang akhirnya mereka 
memutuskan untuk bergabung. 
PKI melakukan teori perang subversi 
dengan menyebarkan ‘bakteri’ ke segala 
bidang yang berkaitan dengan masyarakat, 
seperti dari bidang sosial ekonomi, 
psikologi, ketertiban, dan keamanan. Dari 
bidang ekonomi, kader-kader PKI 
menyusup ke perusahaan-perusahaan. 
Tujuannya adalah untuk menduduki 
jabatan-jabatan dalam pemerintahan. 
Setelah para kader menduduki posisi-posisi 
penting, mereka akan membuat peraturan 
yang sangat mengekang. 
Kemudian kader-kader PKI mulai 
mempengaruhi massa dengan cara hasutan. 
Tujuannya untuk menimbulkan rasa tidak 
puas pada keadaan. Pada akhirnya rasa 
ketidakpuasan tersebut akan memunculkan 
rasa ingin menentang. Demikian juga 
dengan aksi teror dan sabotase yang 
dilakukan oleh kader-kader PKI. Dampak 
dari hal-hal yang mereka lakukan adalah 
untuk menimbulkan rasa takut dan cemas di 
masyarakat. Bersamaan dengan hal itu, aksi 
massa pun digerakkan. Aksi teror juga 
dilakukan untuk indivu atau orang yang 
dinilai menghalangi perang subversi 
(Samsudin, 2005:20). 
 
3. Terbentuknya PGRS-PARAKU di 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Barat merupakan salah 
satu wilayah Indonesia yang berada dalam 
satu daratan dengan Malaysia dan Brunei. 
Inggris berusaha untuk menggabungkan 
koloni-koloninya di Asia Tenggara dalam 
satu kesatuan, namun hal itu mendapat 
pertentangan oleh Pemerintahan Indonesia. 
Menurut Rucianawati (2011:3), “Para 
pemberontak dari Brunei yang mendukung 
Negara Kalimantan Utara (NKU)  dan 
orang-orang Cina Komunis dari Sarawak 
bergabung dan membentuk Pasukan 
Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS)  dan 
Pasukan Rakyat Kalimantan Utara 
(PARAKU).” 
Kondisi ini dimanfaatkan oleh 
Presiden Soekarno untuk menentang 
keinginan Inggris dengan dibentuknya Dwi 
Komando Rakyat (Dwikora). Beliau 
menyerukan ‘Ganyang Malaysia’ dan 
mengumpulkan para relawan yang terdiri 
dari orang-orang Cina. Menurut 
Purmintasari (2015:62), “Kedua pasukan 
tersebut di bawah komando Brigadir 
Jenderal Supardjo yang pada saat itu 
menjabat sebagai Panglima Komando 
Tempur IV Mandau dengan pusat 
kedudukan di Bengkayang, Kalimantan 
Barat.” Pasukan relawan itu dilatih oleh 
Resimen Pasukan Komando Angkatan 
Darat (RPKAD) yang menyebabkan 
mereka menjadi sangat terlatih dan gesit 
dalam melakukan serangan terhadap 
musuhnya. Pada mulanya pasukan relawan 
yang dilatih oleh RPKAD ini dimaksudkan 
untuk menjaga perbatasan Negara 
Indonesia ketika terjadi konfrontasi dengan 
Malaysia pada tahun 1961-1962 (Paulus, 
2013:14).  
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Penumpasan PGRS-PARAKU di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan 
1. Peran TNI dalam Penumpasan 
PGRS-PARAKU 
Peristiwa penumpasan PGRS-
PARAKU dimulai sejak tahun 1966, 
bersamaan dengan selesainya konfrontasi 
antara Indonesia-Malaysia yang ditandai 
dengan penandatanganan perjanjian 
perdamaian Jakarta Accord pada tanggal 11 
Agustus 1966 (Rucianawati, 2011:60). 
Dengan ini juga, sistem pemerintahan 
Indonesia dari Orde Lama berubah menjadi 
Orde Baru. Soekarno yang dianggap 
sebagai ‘dalang’ dari peristiwa G30S/PKI 
dipaksa untuk melepaskan kedudukannya 
yang kemudian berakhir dengan Soekarno 
hidup dalam tahanan rumah. Satu tahun 
kemudian Soeharto resmi ditunjuk sebagai 
Presiden Indonesia. 
Pergantian rezim diikuti dengan 
pergantian kebijakan terhadap organisasi 
komunis. Sejak itu pemerintah memutuskan 
untuk membubarkan PKI yang disahkan 
oleh MPRS berdasarkan TAP MPRS No. 
XXV/MPRS/1966. Oleh karena itu, PGRS-
PARAKU yang beraliran komunis 
ditumpas oleh pemerintah Orde Baru. 
Gerakan PGRS-PARAKU dianggap suatu 
gerakan anarkis sehingga mengganggu 
stabilitas sosial politik Kalimantan Barat. 
Untuk itu, pemerintah telah memunculkan 
kebijakan yang berupa sikap dan pendirian 
pemerintahan Republik Indonesia terhadap 
gerakan PGRS-PARAKU sebagai gerakan 
terlarang dan dipandang sebagai ancaman 
terhadap pemerintahan Republik Indonesia 
sehingga harus diwaspadai (Sulistyorini, 
2002:50). 
Ketika konfrontasi selesai dan pasukan 
sukarelawan Dwikora dibubarkan, sebagian 
besar anggota PGRS-PARAKU tidak mau 
menyerahkan persenjataan yang mereka 
dapatkan dari militer Indonesia. 
Gerombolan PGRS-PARAKU yang tidak 
mau berkoordinasi dengan pemerintah 
Indonesia melarikan diri dan membuat 
markas di hutan-hutan di wilayah 
perbatasan. Pemberontakan dilakukan oleh 
PGRS-PARAKU dengan mengambil 
senjata TNI. Penyerbuan PGRS-PARAKU 
di Sanggau Ledo terhadap Pangkalan 
Udara, Singkawang. Dalam penyerbuannya 
di Sanggau Ledo, PGRS-PARAKU 
mendapatkan 56 senjata G3 semi otomatis, 
51 LE, 2 bren madsen caliber 7,62, 2 mortil 
6 inchi, 51 granat tangan, 120 buah bajonet 
G3 dan LE, dan 20 peti peluru dari berbagai 
ukuran (Casanova, 2016:63). 
Setelah pemerintah pusat mengetahui 
situasi dan kondisi, serta lokasi 
persembunyian dan kekuatan musuh, maka 
dilakukan beberapa langkah-langkah seperti 
melakukan pergantian Panglima Kodam 
dan mendatangkan pasukan dari luar 
Kalimantan Barat. Beberapa operasi yang 
dilakukan untuk menumpas PGRS-
PARAKU yaitu: Operasi Tertib I dan II, 
Operasi Sapu Bersih I, Operasi Sapu Bersih 
II, dan Operasi Sapu Bersih III. Menurut 
Sulistyorini (2002:52), “berdasarkan 
persetujuan antara Indonesia dan Malaysia 
maka dibentuklah suatu kerja sama 
komando perbatasan dari kedua belah pihak 
dengan kemungkinan operasi bersama baik 
yang bersifat ‘coordinated’ maupun 
‘joint’.” Kerjasama dilakukan antara 
Brigade Infanteri 3 Malaysia (3 Briged 
Infanteri Malaysia - 3 BIM) dan Kodam 
XII/Tanjungpura. 
 
2. Peran Masyarakat dalam 
Penumpasan PGRS-PARAKU 
Casanova (2016:68), “Pemerintah 
mendatangkan pasukan dari Jawa untuk 
membantu proses penumpasan PGRS-
PARAKU. Pasukan yang didatangkan yaitu 
pasukan divisi Siliwangi.” Pasukan tersebut 
tidak mengenal dan menguasai medan 
operasi. Untuk membantu dan 
mempermudah kinerja pasukan, mereka 
akhirnya merekrut beberapa warga sipil 
untuk bergabung ke dalam pasukan mereka.  
Pada masa operasi pemberantasan 
PGRS-PARAKU, setiap desa mengirim 
warganya untuk membantu tugas tentara. 
Mereka bukan hanya bertugas sebagai 
kurir, penunjuk jalan, atau pembawa 
barang, tetapi mereka juga harus ikut 
berperang menumpas PGRS-PARAKU. 
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Warga ada yang dipersenjatai, namun ada 
juga yang membawa senjata tradisional 
seperti tombak dan mandau. 
Ketika terjadi pemberontakan PGRS-
PARAKU yang kemudian diatasi oleh 
pemerintah dengan tindakan militer, 
masyarakat mulai mengalami kebingungan 
dalam menentukan sikap. Sikap 
permusuhan etnis Dayak terhadap etnis 
Cina mulai muncul ketika ada isu bahwa 
orang Dayak dan Jawa di Kalimantan Barat 
akan dibunuh apabila mereka tidak 
membantu gerombolan Cina Komunis. 
Pada awalnya isu itu tidak diperdulikan, 
hingga terjadinya peristiwa pembunuhan 
terhadap beberapa orang Dayak. Pada bulan 
Maret 1967, terjadi pembunuhan terhadap 
seorang guru Dayak di daerah Sungkung. 
Kemudian pada bulan September juga 
terjadi penculikan dan pembunuhan 
terhadap 9 orang Dayak dari Kampung 
Taum (Ode, 1997:125). 
Dengan terjadinya beberapa 
pembunuhan, etnis Dayak mulai resah. 
Beberapa pemuka adat etnis Dayak 
mengadakan pertemuan dengan mantan 
Gubernur Kalimantan Barat, Oevaang 
Oeray, yang merupakan salah satu tokoh 
Dayak di Pontianak. Hubungan antara etnis 
Dayak dan Cina semakin memanas setelah 
pertemuan tersebut yang diikuti dengan 
pengumuman di radio. 
Untuk mencegah pengaruh yang lebih 
luas dari gerombolan PGRS-PARAKU, 
etnis Dayak bersama penduduk Cina dan 
kelompok pendatang yang lain mengadakan 
upacara adat Pemabang. Namun 
kenyataannya orang-orang Cina yang telah 
mengangkat sumpah tidak bersedia 
melaksanakannya. Dibuktikan dengan 
orang-orang Cina yang memiliki warung 
tidak mau menjual barang-barangnya 
kepada penduduk karena digunakan untuk 
supply Cina Komunis (Effendy, 1995:73). 
Ketika terjadi pertempuran antara 
tentara dan gerombolan PGRS-PARAKU di 
sekitar Gunung Merebuk pada tanggal 13 
Oktober 1967, 46 anggota gerombolan 
tewas dan sebagian tertangkap. Sebagian 
dari korban yang tewas maupun yang 
tertangkap dinyatakan pernah mengikuti 
sumpah dalam upacara adat Pemabang 
(Rucianawati, 2011:56). Oleh karena itu 
sumpah yang telah disepakati dianggap 
telah putus karena pelanggaran oleh orang-
orang Cina yang bergabung dengan 
gerombolan PGRS-PARAKU. Sejak itu 
telah beredar mangkok-mangkok berisi 
darah ke kampung-kampung Dayak sebagai 
tanda harus melakukan perlawanan kepada 
gerombolan PGRS-PARAKU. 
Kepala-kepala adat dan masyarakat 
Dayak kemudian mengeluarkan maklumat 
perang terhadap etnis Cina. Semangkuk 
darah diedarkan di setiap perkampungan 
Dayak di pedalaman, sebagai simbol perang 
terhadap etnis Cina. Mereka yang tidak mau 
menerima dan tidak ikut serta memerangi 
kelompok Cina dianggap juga sebagai 
musuh. Bagi warga Dayak, ‘Mangkok 
Merah’ merupakan simbol ajakan dan 
memenuhi panggilan perang. Ketika 
‘Mangkok Merah’ sudah berjalan dari satu 
kampung, maka harus dilanjutkan ke 
kampung di sebelahnya, dan diedarkan 
secara berantai. Masyarakat yang dilewati 
jalur ‘Mangkok Merah’ tersebut harus 
memenuhi panggilan perang itu 
(Rucianawati, 2011:57). 
 
Pasca Penumpasan PGRS-PARAKU di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan 
1. Dampak terhadap Masyarakat di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan 
Rucianawati (2011:75) mengatakan 
bahwa, “dalam peristiwa PGRS-PARAKU, 
masyarakat mengalami dua akibat 
sekaligus, yaitu tekanan dari pemberontak 
maupun akibat dari kebijakan pemerintah 
untuk menumpas gerakan PGRS-PARAKU 
melalui operasi-operasi militer.” 
Masyarakat yang tinggal di lokasi 
pemberontakan menjadi resah dikarenakan 
orang-orang Cina yang tergabung dalam 
PGRS-PARAKU melakukan tindakan yang 
mengkhawatirkan. Keresahan tersebut 
semakin menjadi dikarenakan kebijakan 
pemerintah saat itu yang merekrut pemuda-
pemuda desa khususnya di Kecamatan 
Sungai Raya Kepulauan. 
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Dampak yang lebih besar dari 
peristiwa penumpasan PGRS-PARAKU 
adalah ketika demonstrasi masyarakat 
Dayak (gerakan Mangkok Merah). Akibat 
dari peristiwa tersebut adalah terjadinya 
pengungsian besar-besaran dari etnis Cina 
dari daerah pedalaman. Peristiwa ini 
menyebabkan banyaknya rumah-rumah 
etnis Cina yang dibakar dan harta bendanya 
dirampas. Beberapa daerah yang tidak 
tahun dan tidak menyangka akan mendapat 
serangan dari para demonstran mengalami 
kerusakan parah, seperti di Menjalin, 
Tohok, dan Mandor. Serangan berlangsung 
dengan tiba-tiba dan sangat cepat, sehingga 
menimbulkan banyak korban (Rucianawati, 
2011:76). 
Orang-orang Cina yang ditampung di 
bioskop Desa Rukma Jaya akhirnya pindah 
ikut keluarga dan mulai menetap di 
sepanjang pesisir pantai Kecamatan Sungai 
Raya. Ada yang pindah ke daerah 
Singkawang, Pemangkat, Pontianak, dan 
daerah lainnya. Yang terpenting mereka 
tidak tinggal di Mandor lagi. Karena pada 
awalnya orang-orang Cina kebanyakan 
menetap di Mandor. Setelah digusur 
mereka mulai dilarang tinggal di daerah 
tersebut lagi. Orang-orang Cina tersebut 
banyak yang pergi tanpa membawa barang-
barang berharga milik mereka. Rumah 
ditinggalkan begitu saja tanpa membawa 
apa-apa. Hal itu sangat menyedihkan sekali, 
apalagi orang Cina yang tidak terlibat 
dalam PGRS-PARAKU. Sedangkan orang 
Cina yang terlibat dan menjabat sebagai 
posisi penting di dalam PGRS-PARAKU di 
bawa ke Babinsa untuk ditindaklanjuti. 
Dampak lainnya bagi masyarakat 
khususnya di Kecamatan Sungai Raya 
selain kekhawatiran pada saat 
berlangsungnya peristiwa penumpasan 
PGRS-PARAKU adalah kondisi ekonomi 
masyarakat yang mulai terganggu. Karena 
banyaknya rumah-rumah orang Cina yang 
dibakar dan harta benda yang dirampas, 
menjadikan pusat-pusat kegiatan ekonomi 
seperti pasar yang semula digerakkan oleh 
orang Cina terbengkalai karena mereka 
digusur. Dalam perekonomian, etnis Cina 
sangatlah berpengaruh. Sebelum peristiwa 
penumpasan ini terjadi, orang-orang Cina 
sebagian besar memiliki toko untuk usaha 
dagang mereka. Kemudian masyarakat 
sekitar yang berkebun menjual hasil panen 
kepada toko-toko Cina tersebut. Setelah 
peristiwa itu terjadi, sistem perekonomian 
berhenti bergerak, dan dampaknya mulai 
terasa saat masyarakat mulai sulit untuk 
mendapatkan sembako dan menjual hasil 
panen mereka untuk mendapatkan uang. 
 
2. Kondisi Oknum PGRS-PARAKU di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan 
Berita tertangkapnya istri Tan Bun 
Hiap mulai tersebar dan menyebabkan 
anak-anak buah Tan Bun Hiap bersembunyi 
semakin jauh ke dalam hutan untuk 
menyelamatkan diri. Tetapi usaha mereka 
akhirnya gagal setelah diturunkannya 
pasukan yang akan membantu penumpasan 
sebanyak  25 truk untuk melakukan operasi 
dalam hutan. Pasukan tentara dan hansip di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan 
mendapatkan bantuan dari daerah 
Singkawang, Pemangkat, Jawai, dan 
sebagainya. Pada mulanya mengalami 
kegagalan, yang didapati setiap 
penangkapan hanyalah kayu untuk 
membuat api, beras, dan barang-barang 
lainnya yang digunakan untuk bertahan 
hidup selama oknum-oknum itu 
bersembunyi. Akhirnya operasi tersebut 
mendapatkan hasil, orang-orang Cina 
anggota PGRS-PARAKU tersebut 
ditangkap di rampuk lalang (di rumput 
ilalang dalam jumlah banyak), yang 
kemudian ditahan di Babinsa. 
Rabuan MZ adalah salah satu pemuda 
di Kecamatan Sungai Raya yang ditugaskan 
sebagai informan untuk mendapatkan 
informasi dari oknum-oknum PGRS-
PARAKU yang tertakap dan ditahan di 
Babinsa. Selain sebagain informan, beliau 
merupakan orang kepercayaan dari tentara 
untuk melakukan eksekusi terhadap oknum 
yang dianggap menjabat sebagai penting 
yang dijatuhi hukuman mati.  
Untuk menentukan pelaku tersebut 
akan dijatuhi hukuman mati atau tidak dari 
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rekaman yang dipasang di pinggang 
Rabuan saat melakukan introgasi terhadap 
pelaku. Saat melakukan introgasi, Rabuan 
mengaku sebagai orang yang juga 
ditangkap karena merupakan anggota dari 
PGRS-PARAKU. Hal itu dilakukan untuk 
mengelabui dan memancing pelaku tersebut 
akhirnya bercerita tentang yang 
dilakukannya selama menjadi anggota 
PGRS-PARAKU sampai dengan tempat 
persembunyian mereka. 
Selesai melakukan interogasi, rekaman 
tersebut diserahkan ke tentara yang berada 
di Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan 
akhirnya diputuskan hukuman untuk pelaku 
tersebut. Pelaku yang dijatuhi hukuman 
mati akan dibawa ke Desa Karimunting di 
balik bukit pemakaman Cina ± 100 meter 
untuk dibunuh.  
Eksekusi pelaku yang dilakukan oleh 
Rabuan tidak menggunakan senjata api 
karena suaranya akan didengar oleh 
masyarakat. Jadi paranglah yang digunakan 
sebagai senjata. Parang yang digunakan 
tidak besar, ukurannya seperti pisau yang 
digunakan pedagang Cina untuk memotong 
babi, dengan satu sisi berbentuk cembung. 
Panjang pisau ± 20 cm dengan tempat 
untuk memegang senjata seukuran 
genggaman tangan. 
Dalam satu malam pengeksekusian 
dibawa 2-3 pelaku yang akan dieksekusi 
secara bergantian dengan hanya satu 
pengeksekusi yaitu Rabuan. Sedangkan 
Kopassus yang bernama Somali hanya 
mengawasi, dan supir yang ikut dalam 
tugas tersebut menunggu di dalam mobil 
tidak berani ikut ke dalam hutan untuk 
menyekasikan pengeksekusian tersebut. 
Untuk tempat eksekusi setiap orang akan 
dilakukan berbeda tempat tetapi masih 
dalam satu kawasan hutan di belakang bukit 
tersebut. Hanya berpindah posisi saja. 
Setelah pelaku tersebut meninggal, 
mayatnya ditinggalkan begitu saja dan 
dibiarkan untuk menjadi makanan binatang 
di hutan. 
 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan data-
data yang diperoleh tentang Penumpasan 
PGRS-PARAKU di Kecamatan Sungai 
Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang 
Tahun 1963-1970, serta pembahasan yang 
dilakukan berdasarkan teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang dibahas, 
maka secara umum dapat disimpulkan 
bahwa, penumpasan PGRS-PARAKU 
berhasil dilakukan oleh pemerintah dengan 
bantuan dari masyarakat sekitar. Selama 
melakukan operasi penumpasan PGRS-
PARAKU di Kecamatan Sungai Raya 
Kepulauan, TNI dibantu oleh masyarakat 
sekitar khususnya pemuda-pemuda yang 
direkrut kemudian dilatih agar bisa ikut 
dalam operasi penumpasan. Dengan adanya 
bantuan pasukan oleh masyarakat sekitar 
yang mengenal dan paham dengan kondisi 
daerahnya sendiri, TNI terbantu dalam 
melakukan operasi. 
Selain itu, setelah mengalami beberapa 
kali masa mencekam karena adanya 
pemberontakan yang dilakukan oleh PGRS-
PARAKU masyarakat mulai waspada agar 
tidak mengalami kembali hal tersebut. 
Masyarakat yang tinggal di Kecamatan 
Sungai Raya Kepulauan khususnya 
hubungan antara etnis Cina dan Dayak yang 
sempat berselisih juga kembali harmonis 
setelah memerlukan beberapa waktu untuk 
menghilangkan trauma dan memaafkan.  
 
Saran 
Saran yang dapat diberikan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: (1) 
Masyarakat lebih memperhatikan 
lingkungan sekitar tempat tinggal. Bukan 
untuk mencurigai tetangga, tetapi lebih 
waspada terhadap pergerakan yang tidak 
terduga seperti pemberontakan. PGRS-
PARAKU saat akan melancarkan aksi 
pemberontakan, mereka pasti akan 
melakukan pertemuan untuk merundingkan 
langkah dan strategi yang harus diambil.  
(2) Masyarakat juga diharapkan lebih 
mengedepankan logika, tidak mudah tergiur 
dengan janji-janji akan hadiah yang 
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didapatkan dengan kerja atau kesepakatan 
yang tidak sesuai (lebih ringan). Pelaku-
pelaku PGRS-PARAKU memberikan 
hadiah yang besar, menawarkan perjamuan 
mewah, tetapi tidak sesuai dengan kerja 
yang ditawarkan. Jika sudah terlanjur 
sepakat, untuk menarik kembali akan sulit. 
(3) Diharapkan pemerintah menghargai 
para pelaku sejarah khususnya pejuang 
peristiwa penumpasan PGRS-PARAKU di 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan tahun 
1963-1970 dengan memberikan 
penghargaan ataupun bantuan ekonomi. 
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